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Bank Kalbar Czbang Mempawah akan mengeluarkan Nota Kredit ke PPKD
selaku BUD melalui Petugas BUD berdasarkan STS Pajak Daerah yang
disetor oleh Bendahara Penerimaan. Nota Kredit dibuat rangkap 4 (empat).
Petugas BUD akan menyampaikan Nota Kredit Bank kepada :

1). Lembar ke-1 untuk Petugas BUD

2). Lembar ke-2 untuk Pembukuan Pendapatan (Dinas Pendapatan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)

3). Lembar ke-3 untuk Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah

4), Lembar ke-4 untuk Arsip.

Berdasarkan TBP Pajak Daerah UPTD lembar ke-2, SKPD dan SPPD lembar
ke-4, Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah akan mencatatnyz di Buku Kas Umum (BKU) - Formulir
terlampir.

Pencatatan ini sebagai sarana informasi dan pengendalian mengenai sisa
SSPD dan SKPD yang masih belurn terealisir (outstanding).

Setiap periode tertentu (perbulan) setiap UPTD Kecamatan membuat dan
menyampaikan Laporan Evaluasi Bulanan Penetapan dan Realisasi Setoran
SSPD dan SKPD kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah.

Setiap periode tertentu (perbulan) Seksi Pembukuan Pendapatan (Dinas
Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) membuat laporan
menganai target dan rezlisasi penerimaan daerah per obyek pendapatan.
Laporan ini gisampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah xepada Kepala Daerah.

Setiap periode tertentu (triwulan) Seksi Pembukuan Pendapatan (Dinas
Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) akan membuat laporan
realisasi pendapatan. rLapn:hran triwulan ini kemudian disampaikan kepada
Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Setiap akhir bulan atau paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Bendahara
Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara fungsional
harus melaoorkan pengelolaan Penerimaan kepada Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
Berdasarkan Nota Kredit Bank, Seksi Pembukuan Pendapatan (DFPKAD)
membantu PPK-SKPD akan mencatat di Jurnal Kas Masuk. Pencatatan ini
sebagai sarana informasi dan pengendalian mengenai sisa SKPD/SSPD

yang masih belum terealisir (outstanding), yang secara berkala akan
dibandinakan denaan Suku Kendali Sizra SKPN/QSPN (Datiimas Damiinm k)





















Pontianak, dikirim kwitansi sebagai bukti penerimaan dana bagi hasil
pajak daerah dan dana bantuan keuangan yang disampaikan kepada
Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Propinsi Kalimantan
Barat.

b. Dana Perimbangan dari Pusat

Pemerintah Daerah menerima transfer atas pembagian dan pembayaran dana
bagi hasil pajak / bukan pajak, dana penyesuaian, DAU, DAK dan dana
insfrastruktur sarana dan prasarana dari Pemerintah Pusat yang masuk ke
rekening kas daerah.

Untuk keperiuan laporan dan pertanggung jawaban dana-dana tersebut diatas
disampaikan ke Direktur Dana Perimbangan, Ditjen Perimbangan Keuangan
Jakarta.

c. Bendahara Umum Daerah mencatat setiap Nota Kredit Bank di Buku Bank,
MNota Kredit Bank kemudian ditembuskan ke Seksi Pembukuan Pendapatan
(Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)..

d. Seksi Pembukuan Pendapatan ( Dinas Pendapatan Pengelcla Keuangan dan
Aset Daerah ) akan mencatat di Jurnal Kas Masuk pada posisi kredit untuk
rekening obyek pendapatan dengan rekening lawan ( contra account )  yaitu

rekening kas daerah atas setiap Nota Kredit Bank yang diterima dari
Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada saat yang bersamaan akan dicatat
(posting) ke buku besar (ledger) untuk masing-masing obyek pendapatan dan
dicatat pula di buku besar pembantu (subsidiary ledger) untuk masing-masing
rincian obyek pendapatan. Setiap akhir bulan, buku besar rekening cbyek

pendapatan dan buku pembantu rekening rincian obyek pendapatan
ditutup/dijumiahkan, jumlah total suatu rekening obyek pendapatan harus
sama dengan jumlah total seluruh rekening rincian obyek pendapatan yang
bersangkutan. Saldo akhir bulan kemudian dipindahkan menjadi saldo awal
bulan berikutnya

Setiap bulan Seksi Pemoukuan Pendapatan (Dinas Pendapatan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah) akan membuat laporan realisasi pendapatan.

Laporan bulanan ini kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah, DPRD
dan Satuan Kerja terkait
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C. PENYUSUNAN DPA-SKPD

Penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA-SKPD)

a. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD.

b. PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD

ditetapkan memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan
CPA-SKPD.

¢. Rancangan DPA-SKFD sebagaimana pada huruf (b), memuat pendapatan dan

[
!
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belania merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang
disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap-tiap
SKPD.

d. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6
(enam) hari kerja setelah pemberitanuan sebagaimana dimaksud pada huruf (b)

Dalam aplikasinya DPA-SKPD disusun menurut formuiir sebagai berikut :

KODE | NAMA FORMULIR

DPA-SKPD IRingkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
| Perangkat Daerah

DPA-SKPD1 | Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan
.' Kerja Perangkat Daerah

DPA-SKPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan
Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA.SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan
Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

EDPA-SKF'D 22 1 | Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
| Program dan per kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA-SKPD 3.1 | Rincian Peneriinaan Pembiayaan Daerah

DPA-SKPD 3.2 | Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengisian formulir DPA-SKPD harus berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD serta tetap mengacu pada
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
jo.Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah. (Lampiran B/Pelaksanaan APBD) dan (Lampiran C/Perubahan APBD)

Setiap SKPD yang telah menyusun DPA-SKPD wajib menyusun Anggaran kas dan
rekapitulasi rincian anggaran terdiri dari ; |









:

e. Draf Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran (Lampiran D. IX hal. 26 Permendagri
No. 13 Tahun 2006)

f. Surat Keterangan yang menjelaskan Keperluan tambahan uang (Lampiran D. VIl
hal. 23)

g. Lampiran lain yang diperlukan.

5. SPP Langsung (LS)
SPP Langsuang (LS) yang dipergunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga
atas dasar perjanjian kontrak kerja atau Surat Perintah Kerja (SPK) lainnya dan
pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu
yang dokumennya disiapkan oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
SPP-LS dapat dikelompokan menjadi :
A.  SPP-LS untuk pembayarar: Gaji dan Tunjangan
B. SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa

A. Kelengkapan dokumen SPP-LS untvk Pembayaran Gaji dan Tunjangan terdiri
dari : :

1. Surat Pengantar SPP berikut lemba; penelitian kelengkapan dokumen (format
Lampiran D. Xd hal 26 Permendagri No. 59 Tahun 2007)

Raingkasan SPP (Lampiran D: X.d hal. 28)

Rincian SPP (Lampiran D.X.d hal 30)

Salinan SPD

Surat Pernyataan Pengguna Anggaran

Kuitansi

ece A R Rl il

Dokumen-dokumen pelengkap daftar gaji yang terdiri dari :
a. Pembayaran Gaji Induk

Gaji Susulan

Kekurangan Gaji

Gaji Terusan

ooB o

Uang duka wafattewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan
/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas

f. SKCPNS

g. SKPNS

h. SK Kenaikan Pangkat

i. SK Jabatan

] Kenaikan Gaji Berkala

k. Surat Pernyataan Pelantikan

I. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan
m. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

n. Daftar Keluarga (KP4)

n  Fnotn ramu ciest Kilkak



p. Foto Copy Akte Kelahiran
Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji

r. Daftar potongan sewa Rumah Dinas

s. Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah

t. Surat pindah

u. Surat kematian

v. SSP PPh Pasal 21 dan

w. Peraturan Perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan
Anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah. 7

8. Lampiran lain yang diperlukan.

B. Kelengkapan dokumen SPP-LS untuk Barang dan Jasa terdiri dari :

1
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Surat pengantar SPP berikut lembar penelitian kelengkapan dokumen @ format
Lampiran D.X.e hal 32 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007)

Ringkasan SPP {Lampiran D.X.d hal 34)

Rincian SPP (Lampiran D.X.d hai 37)

Salinan SPD

Surat Pernyataan Pengguna Anggaran-

Kuitansi

a.
b.

G
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. Dokumen-dokumen terkait kegiatan (disiapkan oleh PPTK) yang terdiri atas :

Salinan SPD

Salinan surat rekomendasi dari SKPD tehnis terkait

SSP disertai faktur pajak (PPN dann PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak
dan wajib pungu’.

Surat Perjanjian Kerja sama/kentrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran dengan oihak ketiga serta mencantumkan nornor rekening Bank pihak
ketiga.

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa

Berita Acara Pembayaran

Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditanda tangani pihak ketiga dan PPTK
serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan dikeluarkan oleh Bank atau
lembaga keuangan non Bank.

Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya
sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri.
Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta
unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang.






+ Penerbitan SPM-UP/GU/TUILS terdiri dari 5 rangkap :
- Lembar 1, 2 dan 3 dikirim ke Kuasa BUD (BPKD)
- Lembar 3 akan dikembalikan ke SKPD (untuk arsip Bendahara Pengeluaran) setelah

dibubuhi cap : telah diterima vleh Kuasa BUD Tanggal............. NOmMor ..........c....c..

- Lembar 4 sebagai arsip PPK SPKD
- Lembar & untuk PPTK

* SPM lembar 11, 2 dan 3 berikut Dokumen SPP (salinan 1 dan 2) beseria
kelengkapan/lampirannya kemudian disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran
kepada Kuasa BUD (DPPKAD) untuk penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan
Dana).

PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Kuasa BUD menerima dan meneliti kelengkapan SPM yang diajukan cleh Pengguna
Anggaran terhadap pengeluaran yang diajukan :
- Tidak melampaui pagu
- Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturar perundang-undangan
Jika Dokumen SPM tidak lengkap danfatau tidak sah/pengeluaran melampaui pagu,
Kuasa BUD menclak menerbitkan SP2D dengan Surat penolakan Penerbitan SP2D,
paling lama 1 (satu) harn kerja sejak SPM diterima.
Jika Dokumen SPM telah lengkap dan sah, Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling
lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
Penerbitan SP2D terdiri dari 6 lembar !
- Lembar 1 dikirim ke bank
- Lembar 2 dikinm ke SKPD (diserahkan kepada PPK)
- Lembar 3 dan 4 untuk arsip Kuasa BUD

Lembar 5 untuk fungsi akuntansi BPKD

Lembar 6 untuk pihak \keliga (pengadaan barang dan jasa).
Khusus untuk kegiatan Bimbingan Teknis harus disertai dengan Surat panggilan dan
jadwal pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud. Sedangkan untuk pelaksanaan event-

event yang ada harus disertai dengan Surat Pemberitahuan dari pelaksana event vang
bersangkutan.

E. PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN DAN HIBAH

Belanja Bantuan

4

Belanja Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang
bersifat sosial kemasyarakatan dalam Gentuk uang danfatau barang kepada
kelornpok/fanggota masyarakat dan partai politik.

Bantuan sosial diberikan secara selekiif, tidak terus menerusitidak mengikat serta
memiliki kejelasan peruntukkan penggunaanrnya dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah dan diputuskan oleiy Kepala Daerah.









(Khusus bulan Desember paling lambat tanggal 31 Desember, karena
berhubungan dengan pencatatan jurnal dan neraca pada akhir tahun yang
bersangkutan).

Cokumen-dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan Bendahara Pengeluaran

secara administratif adalah sebagai berikut :

1. Buku Kas Umum (BKU) (Lampiran D.i hal. 1).

2. Laporan pertanggungjawaban secara administralif (Lampiran D.XX A hal. 58).

3. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti
pengeluaran yang sah (Lampiran D.XIl hal. 37).

4. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke Kas Daerah (Lampiran D.XI{ hal. 35).

5. Register Penutupan Kas (Lampiran D.XIX hal, 54).

6. Berita Acara Pemeriksaan Kas (Lampiran D.XXI hal. 62) setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Dokumen-dokumen tersebut dapat diisi dengan menggunakan aplikasi kemputer.

PPK-SKPD melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban dengan cara :

1. Meneliti kelengkapan dukumen SPJ dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran (BKU
dicros cek dengan kwitansi-kwitansi yang dibuat).
Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek.
Menghitung pengenaan PPN/PPh atas bekan pengeluaran per rincian obyek.

4. Menguji kebenaran sesuai SPM dan SP2D yang ditertibkan pada periode
sebelumnya.

Hasil Verifikasi SPJ :

1. Jika telah sesuai, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat
Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (Lamporan D.VII hal. 20).

2. Jika belum sesuai, FPK-SKPD membuat Surat Penolakan Pertanggungjawaban
(SPJ) dan kemudian diserahkan ke Bendahara Pengeluaran (Lampiran D.XIX hal.
52).

Buku-buku yang digunakan PPK-SKPD dalam Penatausahaan Pertanggungjawaban

Pengeluaran :

1. Register Penerimaan SPJ (Lampiran D.XIX hal. 50).

2. Register Pengesahan SPJ (Lampiran D.XIX hal. 51).

3. Surat Penolakan Pertanggungjawaban SPJ (Lampiran D.XIX hal, 52).

4. Register Penolakan SPJ (Lampiran D.XIX hal. 53).

5. Register Penutupan Kas (Lampiran D.XIX hal. 54).

Ad (2) Secara Fungsional
Bendahara Pengeluaran secara fungsional wajib menyampaikan Laporan
pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD palina lambat tanaaal






























MENYUSUN NERACA SALDQ.

Setelah mengikhtisarkan transaksi keuangan ke Buku Besar, langkah selanjutnya
adalan merangkum semua saldo akhir masing-masing rekening ke dalam Neraca
Saldo. Neraca Saldo merupakan kumpulan saldo-saldo rekening yang ada pada
rekening Buku Besar.

Cara penyusunan neraca saldo adalah dengan memindahkan saldo masing-masing
akun yang ada di buku besar ke bentuk ikhtisar akun atau rekening.

MENYUSUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran
dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Realisasi
Anggaran dilakukan dengan memindahkan saldo akhir semua rekening-rekening
pendapatan, belanja, dan pembiayaan ke dalam format laporan realisasi anggaran.
Lapcran Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-Kurangnya unsure-unsur sebagai
benkut:

a. Pendapatan;

b. Belanja,

c. Transfer;

d. Surplus atau defisit;

e Pembiayaan,

f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA [ SIKPA).

MENYUSUN LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama
periode tertentu yang diklasifixasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi asset
nonkeuangan, pembiayaan, dan noranggaran.

A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan
kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk
membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa
mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dan aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

(a) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

(b) Penerimaan Pendapatan Transfer Pusat dan Transfer Pemerintah Propinsi

(c) Penerimaan Lain-Lain

{d) Penerimaan dari Pengembalian Uang Persediaan; dan

(e} Penerimaan dari Pengembalian Belanja.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran:
ia' Balania.Penawsi




































| Pekerjaan -

| BERITA ACARA PEMBAYARAN

|

| Nomor
1

LLnkas‘. : Ea“g gal

Pada hari ini ............. Tanggal .............. Bulan ..............lahun ..... , kami yang bertanda
tangan dibawah ini :

1.

Nama
Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama

Jabatan : Penyedia Barang/Jasa
Alamat Kantor

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

berdasarkan :

Kontrak / SPK

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
Berita Acara Serah serima Pekerjaan
Sumber Dana

Lama Pekerjaan

o o T

Lokasi

Sesuai dengan pasal ..... Kontrak / SPK Nomor .......... Tanggal .......... maka PIHAK KEDUA

berhak menerima pembayaran angsuran / termin ke ..... dari PIHAK PERTAMA dengan
perincian sebagai berikut :

1. Perhitungan Pembayaran :

a). Nilai Pekerjaan s/d BAP ini ... ;T SR i/ CRSe——

b). Nilai Pekerjaan s/d BAP yang lalu ...... S0 XD i B RD i

c). Nilai BAP ini (a) = (b) =RP ..o o
2. Potongan - potongan

a). Pajak — Pajak - = 4o S

b). Pengambilan Uang muka — | PR
3. Jumlah Pembayaran et -

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas
dan dibayarkan ke Rekening Nomor ............ pada Bank .........






























b. Pengairan/Penjaga Pintu Air Max. 400.000,00/ org / bin
c. Petugas Persampahan/Taman :
- Sopir Max, 700.000,00/ org/ bin
- Pekerja Max. 575.000,00 / org / bin
- Sortir sampah TPA Max. 700.000,00/ org / bin
d. Penjaga Makam / Situs Max. 400.000,00 / org / bin
e. Tenaga Pendidikan
- Guru Kontrak 500.000,00 / org / bin
- Guru Tidak Tetap 25.000,00 /org / bin
- Guru Kunjung 200.000,00 f org / bin
- Kelebihan jam mengajar 1.000,00 /org / jam
f. - Sopir Bis Pelajar Max. 700.000.00 /org / bin
- Konaektur Max. 500.000,00 /org / bin
g. Pekerja BBI Max. 400.000,00 forg / bin
h. ProdilIP Max. 1.000.000,00 /org / bin
LEMBUR
a. PNS
- Gol | 10.000,0C / org / jam
-Gol il 15.000,00 / org / jam
- Gol 20,000,00/ org f jam
- Gol IV 25.000,00 / org / jam
b. NON PNS
- SDISMP 10.000,00 / org / jam
- SMA/D-I/D-Ii 15.000,00 / org / jam
- S-lID-IVD-IV 20.000,00/ org / jam
- 52 25.000,00 / org / jam

rangan

. Besaran honorarium untuk kegiatan lainnya disesuaikan dengan tingkat kewajaran atas dasar
intensitas pekerjaan masing-masing unit kerja.

. Pada hari kerja hatasan waktu lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam

seminggu,sedangkan pada hari libur dapat melebihi 3 (tiga) jam sehari disesuaikan kewajaran dan
volume pekerjaan. Dikecualikan ada beberapa kegiatan dapat melebihi batasan waktu lembur seperti
tersebut diatas yaitu : Kegiatan peryusunan KUA dan PPAS dan kegiatan penyusunan anggaran
maksimal 8 {delapan:- jam sehari selama 22 (dua puluh dua)hari kerja dalam sebulan, penyusunan
penerimaan pegawai dan Penilaian Angka Kredit (PAK) maksimal 6 (enam)’ jam sehari selama 12
(dua belas ) hari kerja dalam sebulan,pengeloiaan penggajian maksimal 6 (enam) hari kerja selama

12 (dua belas) hari kerja dalam sebulan ,serta penyusunan laporanr keuangan maksimal & (enam) jam
selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam sebulan .

. Uang makan lembur (untuk semua golongan/pangkat/tingkat pendidikan) Rp. 20.000,00 / orang
diberikan setelah bekerja lembur sekurang - kurangnya 2 jam secara berturut-turut.
Pada hari libur, tarif uang lembur dihitung 200 % dari tarif lembur hari kerja.

. Tenaga Ahli adalah semua tenaga ahli seperti Ahli struktur, Ahli Geoteknik, Mekanikal Elektrikal, Cost
Estimator dli




I1. BELANJA BARANG DAN JASA

Il. Pelayanan Tamu :
1. Tamu Biasa/Lokal :

a) Makan
- Box/ Kotak
- Prasmanan
b} Snack
2. Tamu PropinsiMuspida/Pejabat Eselon I :
al Makan
{ - Box/ Kotak
| - Prasmanan
b} Snack

[Il. Tamu Nasional/Internasional/Kenegaraan/
Pejabat Negara/Tamu Pusat/Eselon |
a) Makan
- Box / Kotak
- Prasmanan
b} Snack

IV. Kegiatan Training
c) Makan
- Box/ Kotak
- Prasmanan
| d) Snack

V. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan
Aktivitas Ramadhan/Kegiatan Keagamaan
a) Makan
- Box/Kotak
- Prasmanan
b} Snack

NO URAIAN BESARAN (Rp)
1 2 3
A | MAKAN DAN MINUM
|. Kegiatan Harian/Rapat
a) Makan 20.000,00 / org / kali
b) Snack 5.000,00 / org / kali

22.500,00 / org / kotak
25.000,00 / org / kali
7.500,00 / org / kotak

22.500,00 / org / kotak
25.000,00 / org / kali
7.500,00 / org / kotak

25.000,00 f org / kotak
30.000,00 / org / kali
10.000,00 / org / kotak

20.000,00 / org / kotak
20.000,00 / org / kall
7.500,00 / org / kotak

25.000,00/ org { kotak
35.000,00 - 45.000,00 / org / kali
7.500,00/ org / kotak

lil. BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN KEDINASAN.

A. BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN APARATUR

NO URALAN TINGKAT PENDIDIKAN
DIPLOMA STRATA SATU (S-1) STRATA DUA {S5-2)
|
1a | LUAR PROP. KALBAR
a. Biaya Keberangkatan Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.500.000,00
b. Biaya Hidup Rp. 4.800.000,00 Rp. 6.000.000,00|. Rp. 7.200.000,00
¢. Biaya Pemondokan Rp. 5.000.000,00 Rp. 6.000.000,00). Rp. 6.000.000,00
d. Biaya Orkes Rp.  500.000,00 Rp. 50000000/  Rp.  500.000,00
2, Biaya Sewa Komputer Rp. 1.750.000,00 Rp. 2.500.000,00. Rp. 3.000.000,00
f. Biaya Buku Rp. 2.000.000,00 Rp. 3.000.000,00|. Rp. 4.000.000,00
g. Biaya TTB Rp. 500.000,00 Rp.  @00.000,00 Rp. 700.000,00
) h. Biaya Prakiek Lapangan Rp. 1.000.000,00 - Rp. -
| i, Biava Penilizan Tiwmae i 4 AEn e - —







[I |LUAR KAE, PONTIANAK
(IBUKOTA PROPINSI)
1. Transport Pesera . Rp. 200.000,00
i!. Uang Saku Pesera Rp. 4.500.000,00
|
l | 3. Bantuan Keperuan Didat Rp. 5.500.000,00
' (fincian sesuai kebutuhan)

11l | DILUAR PROP. KALBAR
1, Tranport Peserta Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.500.000,00
2. Uang Saku Peserta Rp. 6.750.000,00 Rp. 18.000.000,00
|3. Bantuan Keperiuan Diklat Rp. 6.500.000,00 Rp. 19.000.C00,00
| {fincian sesual kebutuhan)
L]

2. DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL

MO URAIAN - TEMPAT DIKLAT
DI KAB.PONTIANAK DI PONTIANAK DILUAR PROPINSI
1. | Transport Rp.  300.000,00]. Rp. 2.500.000,00
2. |Uang Saku/Honor Peserta ;
- Golongan IV Rp. 50.000,001. Rp.  200.000,00(. Rp.  250.000,00
- Golongan |l Rp. 50.000,00|. Rp. 150.000,00 Rp. 225.000,00
- Golongan II Rp.  50.000,00 Rp.  100.000,00 Rp.  200.000,00
3. | Penginapan Rp. - Rp. 150.000,00 Rp. ~ 200.000,00
4, IBanmwa Kepeduan Diklat Rp. - Rp. 500.000,00 Rp. 1.500.000,00
|
{
|
|
Keterangan :

- Khusus Uang Saku dan Penginapan tempat Pelaksanaan Diklat di Pontianak dan di luar Propinsi
diberiken perhari dan terhitung sehari sebelum dan sehari setelah pelaksanaan kegiatan.

- Bagl kegiatan teknis fungsional diluar Propinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan lebih dari 7 (tujuh)
hari, kelebihannya diberikan bantuan uang saku sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari
bagi Pegawai Negeri Sipil semua golongan.

- Bagi kegiatan diklat fungsional di kabupaten dalam Propinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan lebih
dari 7 (tujuh) hari, kelebihannya diberikan bantuan uang saku sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima

' ribu rupiah) perhari bagi Pegawal Neaeri Sipil semua oalonaan

.. ..I.'t'h -




- Bagi kegiatan Dikiat struktural Dan Diklat Teknis fungsional diluar Propinsi Kalimantan Barat yang

menggunakan transport udara secara transit diberikan uang tambahan transport sebesar
Rp.2.500.000,00

IV. Biaya Peningkatan Sumber Daya Aparatur (Soslalisasl Peraturan Perundang-undangan) yang
berada pada masing-masing SKPD penggunaannya diatur sebagal berikut :

1. Uang Transpert Pergi Pulang, Angkutan Seternpat, dan Uang Saku disesuaikan dengan
Standar Ferjalanan Dinas.

2. Khusus Biaya Penginapan dan Makan termasuk dalami Uang Setoran/Kontribusi,

3. Besaran Uang Setoran/Kontribusi disesuaikan dengan masing-masing kegiatan yang
ditetapkan oleh penyelenggara.

J. KETENTUAN PEMBERIAN HONOR DAN PERUNTUKAN BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

1. Ketentuan Pemberian Honor

a. Honerarium dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok
1. Honorarium berstandar biaya umum yaitlu merupakan standar biaya yang

penggunaannya bersifat lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam wilayah
. Kabupaten Pontianak.

2. Honorarium berstandar biaya khusus yaitu merupakan standar biaya untuk kegiatan

khusus dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Caerah (SKPD) dalam wilayah
Kabupaten Pontianak.

b. Honorarium tidak diberikan untuk kegiatan yang menjadi pelaksanaan tugas pokok.

2. Ketentuan Peruntukan Biaya Pendidikan Dan Pelatihan / Pengembangan Sumber Daya
Manusia

a. Penyediaan Kode Rekening Pengembangan Sumber Daya Manusia pada pos Badan

Kepegawaian Daerah khususnya pada kegietan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Fungsional diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pontianak.

b. Pendidikan dan Pelathan sebagaimana dimaksud pada poin a yang berkualifikasi
pendidikan seperti antara lain : Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perencanaan, Keuangan,
Kearsipan, Pengairan dan sejenisnya.

c. Sedangkan kegiatan pengembangan sumber daya manusia diluar kualifikasi pendidikan
seperti antara lain Seminar, Lokakarya, Simposium, Sosialisasi, /n House Training dan

sejenisnya menggunakan rekening pengembangan sumber daya manusia ‘pada pos
Satuan Kerja masing-masing. '

d. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran berbasis kma:]a
maka tidak diperkenankan adanya suatu kegiatan dibiavai rar dus eate=-i=-

[ T



Contoh : Pegawai Negeri Sipil mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional
tertentu, biaya setoran menggunakan rekening yang tersedia pada pos Badan
Kepegawaian Daerah (Pengembangan Sumber Daya Manusia); biaya perjalanan
dinas dan lainnya menggunakan pos pada Satuan Kerja yang bersangkutan.

Diundangkan di Mempawah

Pada tanggal 2 -t - 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
ttd

FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2014 NOMOR
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Ditetapkan di Mempawah
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7. Jaringan - Termasuk kelas B
8. Terminal . Termasuk kelas B

Untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang berkaitan dengan pengadaan
barang dilengkapi dengan :

1
<
3.

Berita Acara Pemeriksaan barang
Berita Acara serah terima barang
Berita Acara Pembayaran

Sedangkan untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang berkaitan dengan
pengadaan jasa dilengkapi dengan :

1.

o b @M

Laporan kemajuan pekerjaan

Berita Acara Kemajuan pekerjaan
Berita Acara serah terima pekerjaan
Berita Acara Pembayaran

Foto hasil (persentase) kegiatan/pekerjaan, minimal 2 lembar (khusus untuk pekerjaan
fisik.










































I1. BELANJA BARANG DAN JASA

NO URAIAN BESARAN (Rp)
1 2
A | MAKAN DAN MINUM
|. Kegiatan Harian/Rapat
a) Makan 20.000,00/ org / kali
| b) Snack 5.000,00/ org / kali
! Il. Pelayanan Tamu :
1. Tamu Biasa/Lokal ;
a) Makan
- Box/ Kotak 22.500,00 / org / kotak
- Prasmanan 25.000,00 / org { kali
b} Snack 7.500,00/ org / kotak
2. Tamu PropinsiMuspida/Pejabat Eselon |l
a) Makan
- Box [ Kotak 22.500,00 / org / kotak
- Prasmanan 25.000,00/ org / kali
b) Snack 7.500,00 / org / kotak

lll. Tamu Nasional/internasional/Kenegaraan/
Pejabat Negara/Tamu Pusat/Eselon |
al Makan
- Box/ Kotak
- Prasmanan
b} Snack

IV, Kegiatan Training
¢l Makan
- Box/ Kotak
- Prasmanan
d} Snack

V. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan
Aktivitas Ramadhan/Kegiatan Keagamaan
a) Makan
- Box/ Kotak
- Prasmanan
b} Snack

25.000,00 / org / kotak
30.000,00 / org / kali
10.000,00 / arg / kotak

20.000,00 / org / kotak
20.000,00 / org / kali
7.500,00 / org / kotak

25.000,00 / org / kotak
35.000,00 - 45.000,00 / org / kali
7.500,00 / org / kotak

lll. BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN KEDINASAN.

A. BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN APARATUR

Biaua Damdofina= T -

Nal URAIAN TINGKAT PENDIDIKAN
DIPLOMA STRATA SATU (S-1) STRATA DUA (S-2)
I 1a |LUAR PROP. KALBAR
| a. Biaya Keberangkatan Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.500.000,00
b. Biaya Hidup Rp. 4.800.000,00 Rp. 6.000.000,00|. Rp. 7.200.000,00
|' . Biaya Pemondokan Rp. 5.000.000,00| Rp. €.000.000,00]. Rp. 6.000.000,00
d. Biaya Orkes Rp.  500.000,00 Rp. 50000000  Rp.  500.000,00
e. Blaya Sewa Komputer Rp. 1.750.000,00 Rp. 2.500.000,00).. Rp. 3.000.000,00
1. Biaya Buku Rp. 2.000.000,00 Rp. 3.000.000,00]. Rp. 4.000.000,00
g. Biaya TTB Rp. 500.000,00 Rp.  600.000,00 Rp. 700.000,00
h, Biaya Praktek Lapangarn Rp. 1.000.000,00 - Rn -







Il [LUAR KAE. PONTIANAK
{IBUKOTA PROPINSI)
1. Transport Pesarta ; Rp.  200.000,00
2. Uang Saku Feserta Rp. 4.500.000,00
3. Bantuan Keperiuan Diklat Rp. 5.500.000,00
(rincian sesuai kebutuhan)
11! | DILUAR PROP, KALBAR
1. Tranport Peserta Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.500.000,00
\
2. Uang Saku Peseria Rp. 6.750.000,00 Rp. 18.000.000,00
3. Bantuan Keperiuan Diklat Rp. 6.500.000,00 Rg. 19.000.000,00
(Ancian sesuail kebutuhan)

2. DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL

nO.| URAIAN ) TEMPAT DIKLAT
Dl KAB.PONTIANAK DI PONTIANAK DILUAR PROPINSI
[
1. ‘irranspun Rp.  300.000.00]. Rp. 2.500.000,00
2. |Uang Saku/Honor Peserta -
- Golengan IV Rp. 50.00000], Rp.  200.000,00{. Rp.  250.000,00
- Golongan |l Rp. 50.000,00|. Rp. 150.000,00 Rp.  225.000,00
- Golengan Il Rp. 50.000,00 Rp. 100.000,00 Rp.  200.000,00
3. | Penginapaf Rp. - Rp. 150.000,00 Rp.  200.000,00
o 3
4. | Bantuan Keperuan Dikiat Rp. - Rp.  500.000,00 Rp. 1.500.000,00
ELEEHI‘LQEH :

- Khusus Uang Saku dan Penginapan tempat Pelaksanaan Diklat di Pontianak dan di luar Propinsi
diberikzn perhari dan terhitung sehari sebelum dan sehari setelah pelaksanaan kegiatan. .

- Bagi kegiatan teknis fungsional diluar Propinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan lebih dari 7 (tujuh)
hari, kelebihannya diberikan bantuan uang saku sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari
bagi Pegawai Negeri Sipil semua golongan.

- Bagi kegiatan diklat fungsional di kabupaten dalam Propinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan lebin

dari 7 (tujuh) hari, kelebihannya diberikan bantuan uang saku sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima
ribu rupiah) perharl bani Proawal Neneri Sinil eamiia anlanmae



- Bagi kegiatan Diklat struktural Dan Diklat Teknis fungsional diluar Propinsi Kalimantan Barat yang

menggunakan transport udara secara transit diberikan uang tambahan transport sebesar
Rp.2.500.000,00

IV. Biaya Peningkatan Sumber Daya Aparatur (Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan) yang
berada pada masing-masing SKPD penggunaannya diatur sebagal berikut :

1. Uang Transport Pergi Pulang, Angkutan Setempat, dan Uang Saku disesuaikan dengan
Standar Perjalanan Dinas.

2. Khusus Biaya Penginapan dan Makan termasuk dalami Uang Setoran/Kontribusi.
3.

Besaran Uang Setoran/Kontribusi disesuaikan dengan masing-masing kegiatan yang
ditetapkan oleh penyelenggara.

J. KETENTUAN PEMBERIAN HONOR DAN PERUNTUKAN BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

1. Ketentuan Pemberian Honor

a. Honcrarium dikelompokkan menjadi 2 {dua) kelompok :

1. Honorarium berstandar biaya umum yailu merupakan standar biaya yang

penggunaannya bersifat lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam wilayah
Kahbupaten Pontianak.

2. Honorarium berstandar biaya khusus yaitu merupakan standar biaya untuk kegiatan

khusus dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Caerah (SKPD) dalam wilayah
Kabupaten Pontianak.

b. Honerarium tidak diberikan untuk kegiatan yang menjadi pelaksanaan tugas pokok.

2. Ketentuan Peruntukan Biaya Pendidikan Dan Pelatihan / Pengembangan Sumber Daya
MManusia

a. Penyediaan Kode Rekening Pengembangan Sumber Daya Manusia pada pos Badan

Kepegawaian Daerah khususnya pada kegietan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Fungsional diperuntukkan bagi Pegawal Negeri Sipil di lingkurgan Pemerintah Kabupaten
Pontianak. '

b. Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada poin a yang berkualifikasi
pendidikan seperti antara lain : Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perencanaan, Keuangan,
Kearsipan, Pengairan dan sejenisnya.

c. Sedangkan kagiatan pengembangan sumber daya manusia diluar kualifikasi pendidikan
seperti antara lain Seminar, Lokakarya, Simposium, Sosialisasi, In House Training dan

sejenisnya menggunakan rekening pengemtangan sumber daya manusia pada pos
Satuan Kerja masing-masing.

Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran berbasis kinerja,
maka lidak diperkenankan adanva suatu keniatan dikiausi d-s 4 oo



Contoh: Pegawai Megeri Sipil mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional
tertentu, biaya setoran menggunakan rekening yang tersedia pada pos Badan
Kepegawaian Daerah (Pengembangan Sumber Daya Manusia); biaya perjalanan
dinas dan lainnya menggunakan pos pada Satuan Kerja yang bersangkutan.

Ditetapkan di Mempawah
padatanggal 2 ~ n- 2014

BUPATI PONTIANAK,
ttd
RIA NORSAN
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Pada tanggal 2 -t - 2014
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td

FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya: *
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Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua
belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah at_au‘:aimanfaaﬂ(an oleh
masyarakat umum. '
Asei tetap terdiri dari;

Tanah;

Peralatan dan mesin,

Jalan, irigasi, dan jaringan;

. Aset tetap Jainnya; dan ‘ v,

- ; ¥
N

a
b
¢. Gedung dan bangunan;
d
e
f.

K&nstruksjedjaﬂl%m pengerjaan.

_Dana Gadanga‘n - 5 0 el ST o -;ﬁ.-&‘.

* Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk ‘ménampung kebutuhan
yang memeriukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.

Aset lainnya
Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset Iainn',lra_
Termasuk dalam aset lainnya adalah:

- aset tak berwujud,

- tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas)
bulan :

g1

- aset kerjasama dengan fihak ketiga(kemitraan).

B. KEWAJIBAN
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.

Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
1. Kewajiban Jangka Pendek,
Adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam wakiu 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan.
Termasuk dalam klasifikasi hutang jangka pendek adalah:
. Hutang bunga pinjaman; P
b. Hutang Jangka Pendek dari pihak ketiga - e "' '
c. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
d. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang;
e

w

. Hutang Jangka Pendek lainnya.







